BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPAT' LAHAT
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mevujudkan penyelenggaraan
pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan sebagai
tindaklanjut dari pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan
wewenang Bupati dalam evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Peundapatan dan Belanja Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan DPaerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1014 tentang
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Menetapkan

Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tanun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia 7“ahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

S. Peraturan Pemerintab Noraor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari APBN, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentanyg Dana Desa
yang Bersumber dari APBN;

6. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

7. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah bupat: Lahat.

2. Camat adalah Kepala Xccamatan sebagci Perangkat
Pemerintah Kabupaten Lahat.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan/atauhak tradisional vang diakui dan
dihormati dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lahat.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepeningan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. )




S. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-udangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

6. Evaluasi adalah pengkajlan dan penilaian terhadap
rancangan Peraturaa Desa untuk mengetihui apakah
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Pertama
Pelaksanaan
Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APEDesa kepada Camat;

Pacal 3

(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati
merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima
tugas delegasi.

(2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan
tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pacal 4

Pedoman evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa tercantum dalain lampiran Peraturan Buapati ini.

Bagian Kedua
Penarikan
Pasal 5

(1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
kepada Camat.

(2) Penarikan kembali pendclegasian evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada
Camat, ditetapkan dengzn Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian
terhadap pelaksana«n pendelegasian kewenangan yang
diberikan kepada Camat. ‘




(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati membeatik Tim Pembinaan dan
Pengendalian yang ditetapl:an dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini raulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupater: Lahat

Diundang
pada ta

SE " ARIS DAERAH KABUFATEN LAHAT,

KE& BADAN KZUANGANM DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN T.LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 3 9




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 38 TAHUN 2017
TANGGAL 25 ~0< — 2p L7

TENTANG
PENDZLEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
DALAM EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAN.JA DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAM DESA. TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANTANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

\ﬁh

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah mcrupakan landasan
hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan berupa
penyelenggaraan  Pemerintahan, pelaksanaan  pcmbangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan peniberdayaan masyarakat, oleh
sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentarnig APBDesa
harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan
disiplin anggaran, yang merupakan hak Desa dalam kerangka NKRI,
maka kebijakan-kebijakan dari Penierintah Desa perlu ada yang
harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah
kebijakan dalam menetapkan Peratura- Desa tentang APBDesa

3. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mer.teri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Keuangan Desa, Bupati dapat
mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Dalam rangka
pendelegasian tersebut, maka perlu disusun panduan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang; APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

4. Panduan ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang
meliputi persiapan evaluasi, tata cara velaksanaan evaluasi, serta
cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga
dapat dipahami dengan jelas baik oleli Pemerintah Desa yang
dievaluasi maupun Camat scbagai pelaksana evaluasi sesuai
jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara
transparan dengan peraturan perundang-undangan dan parameter
yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.




B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengeloloaan
keuangan desa dalam membiavai pembangunan desa berdasarkan
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perandangan.

Tujuan

Panduan ini memberikan acuan kepada Camat delam rangka
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, sehingga
tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa darn Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang iebih tinggi dan kepentingan umum.

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1.

Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan
kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa.

Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dngan
substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1.

Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan
informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;

Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Racangan Peraturen Desa dimaksud;

. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan

materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1.

Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah yang periu dilakukan dalam pelaksanaan
persiapan evaluasi, yaitu:

1) Dalam melaksanakan kewenangan melakukan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Camat
membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari :

a) Ketua : Camat
b) Sekretaris : Kasi Ekobang Kecamatan .
c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT




2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejebat atau staf yang
memiliki kompetensi sesuai bidar.gnya dari unsur :erkait untuk
melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa.

3) Segala biaya yang dibutuhkan oleb tim evaluasi dalam
melaksanakan  tugasnya dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, melalui
Dokumen Pelakanaan Anggaran :iasing-masing kecamatan

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama
a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersama BPD; atau;
b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
yang telah disepakati bersama BPD.
2) Dokumen penunjang (alat verifike si)
a) Disampaikan oleh Desa
- Keputusan Musyawarah BPD mengenai pembahasan dan
kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa (untuk evaluas: Rancangan Perdes tentang
APBDesa); atau
- Keputusan Musyazwarah BPD mengenai pembahasan dan
kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa (intuk evaluasi Rancangan Perdes
tentang Perubahan AP3Desa)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desaj;

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
berkenaan;

- Peraturan Desa tentaang Daftar Kewenangan

berdasarkanKewenangaen Hak Asal Usul dan Lokal
Bersekala Desa; dan

- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang
pembentukan dana cadangan, Perdes tentsng pendirian
BUMDesa, hasil wuji kelayakan penyertaan modal
BUMDes, dli)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluas®

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Peraturan Bupati tentang Fembangunan Desa;

- Peraturan Bupati tentanz Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul aan Lokal Berskala Desa;

- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

- Peraturan Bupati tentang Dana Desa;

- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

- Peraturan Bupati tenteng Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah; dan

- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
(memperhitungkan tingkat kemahalan dan kondisi
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2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2(dua) tahapan,
yaitu :
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan
legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas, meneliti beberapa hal
sebagai berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyamraian dokumen
evaluasi;
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalain rancangan
peraturan yang akan dievaluasi,
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam
rancangan peraturan yang ckan dievaluasi; dan
d) Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi
dengan teknis penyusun peraturan Desa;
2) Langkah- langkah evaluasi :
a) Langkah 1 : pengumpulan dokumen evaluasi;
b) Langkah 2 : pencatatan noraor, tanggal dan kelengkapan
lampirar semua deckumen;
c) Langkah 3 : penelitian dan P=nganalisian nomor, tanggal
dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
d) Langkah 4 : pembandingan tanggal penyamypaian semua
dokumen dengan ketentuan yang berlaku
tentang batas waktu penyampaian dokumen
e) Langkah 5 : Kesimipulan secara narasi tentang hasil
langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaar. kelengkapan dokumen tidak
terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta
kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu -

— =

pelaksanaan evaiuasi dihitung kembali seteiah dokumen
diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa.
Langkah-langkah evalvasi tertuang dalam lembar kerja
terlampir.

3. Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa atau Pancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi
yang dituangkan dalam Keputusan Caraat.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan nuntuk menyampaikan temuan
analisis terhadap Rancangan Peraturen Desa tentang APBDesa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai
umpan balik kepada Pcmerintah Desa untuk melakukan
penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangarn Peraturan
Desa dimaksud. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis
besar menyajikan informasi mengenai:
a. evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
b. evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Camat bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi dimaksud. Camat
akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukvm dan/atau

Lalermaoahan Aalarm 1irvnlermenrntacts ADRNeacr alry1khat racece ovvaliincoi




Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
didistribusikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Mesyarakat dan
Desa dan Inspektorat Kabupaten Lahat.




ANAK LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN.............

KEPUTUSAN CAMAT ........

NOMOR ....... JKEP/....... /20....
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DZSA......... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .......
CAMAT.............. ,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanean Pasal 69 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 23 Peratuian Menteri dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belaaja Desa Tahun Anggaran ...... , perlu di
evaluasi agar tidak bertentar:gan dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa....... tentang
Anggaran Pendapatan can Belanja Desa Tahun
Anggaran........ ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam
Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomour (6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriatahan Daerah
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5679j;

5. Peraturan Pemermtah Ncmor 43 Tahun 2014 tentang
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturar Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 te.atang Dana Desa
yang Bersumber dari APBN, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dar; APBN;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Bupati Nomor......Tahun.....tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Peraturan Desa tentang Pcrubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.......... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... ,
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kepala Desa....... bersama BPD harus melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan
Peraturan Desa....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Arggaran ....... , berdasarkan hasil evaluasi tersebut

diatas paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan ini.

Dalam hal Kepala Desa......bersama BPD tidak menindaklanjuti
hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan
usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bipati, sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tzhun Anggaran
sebelumnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..................
pada tanggal....................

........................................




LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT........

NOMOP. ST /KEP/......]20....
TANGGAL
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA......... TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESAa TAHUN ANGGARAN .........

1. GAMBARAN UMUM
A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Raperdes
tentang APBDesa
2. Penyampaian Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama
B. Gambaran Umum Rancangan Peraturan Desa.... tentang APBDesa Tahun
Anggaran ....... , adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa | 23 JHUTUURPURTUUUSCUPP PPN PP

2. Belanja Desa RPitceuaiee coverrrnnieeieezeeeneeneeneee
Surplus/ (Defisit) 23 JUUPRUPURTURURUUTUPPUPPP P PRRRE
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan | 230 TR PP R
b. Pengeluaran RP.iieceeeneiiirininereeeceennereeeeee
Selisih Pembiayaan 123 JOUPRURURUUUURUUIITPPPRR PRI

[I. KEBIJAKAN UMUM
A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa ager lebih terarah,
sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan
nasional sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
B. Teknis penyusunan Rancangan Peraturan Desa.......cccuevnes tentang
APBDesa Tahun Anggaran .......
[II. PENDAPATAN DESA
IV. BELANJA DESA
V. PEMBIAYAAN DESA
V1. LAIN-LAIN

VIL Perubahan Lain yang Bersifat Redaksional

CAMAT. ..ot )




Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten
Kecamatan
Desa

No.

Aspek/ Komponen Periksa

Kesesuaian

Ya

Tidak

Alat Verifikasi

1|Aspek Adrninistrasi dan Legalitas

1.1 |Apakah se'mua dokumen evaluasi telah diterima dari

desa secara lengkap

1.2 |Apakah pengajuan Kancangan reraes tentang

APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan
APBDesa dilakukan tepat waktu

Keputusan hasil Musyawarah BPv
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes
tentang APBDesa/Perubahar APBDesa
(lihat tanggal keputusan)
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1.3 |Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes

tentang AIPBDesa/ Rancangan Perdes tentang
Perubaham APBDesa

Keputusan hasil Musyawarah BPD
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes
tentang APBDesa/Perubahan APBDesa
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2|Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa

2.1 |Umum

2.1.1 |Apakah Rancangan Perdes tentang
APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan
RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP Perubahan tahun
berkenaan

2.1.2 |Apakah periem+A43patan pos Pendapatan telah
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Permendagri 113/2014 dan Perbup

dengan Pengelolaan Keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum
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2.2 _vm:amum.m:

2.2.1 |Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis

2.2.2 |Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber
dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta
didapatkan secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

Perdes terkait PADesa (misa! Perdes
tenitang Pungutan, dll)

2.2.3 |Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber
dari Dana Transfer rasional dan realistis

Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan
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2.3 |Belanja
2.3.1 [Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Permendagri 113/2014 dan Perbup
W peraturan Perundang-undangan dengan pengelolaan Keuangan Desa

2.3.2 |Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Perbup tentang Daftar Inventaris
Kewenangan Desa Kewenangan Desa

2.3.3 |Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)

2.3.4
Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa
paling banyak 30% dipergunakan untuk :
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

2.3.5 |Siltap, tunjangan dan operasicnal untuk Kepala Desa Peraturan Bupati tentang ADD atau
dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala
peraturan Bupati. - Desa dan Perangkat Desa L

2.3.6 |Besaran Tunjangan dan Operasional nintuk Anggota Peraturan Bupati tentang ADD atau
RPD, serta insensif RT/RW dianggarkan sesuai yang Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala
ditetapkan dalam peraturan Bupati Desa dan Pearangkat Desa

2.3.7 |Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga
logis karena telah memperhitungkan tingkat Satuan Kabupaten
kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan
Sendiri/HPS)

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja




ﬁ Pembiayaan

Apakah Penempatan
dengan peraturan vm_,c:am:m.c:am:mm:
Apakah ada POs pengeluaran
Pembentukan Dana Cadanga
2.4.3 |Apzkah ada pos Pengeluaran
\ Pémbentukan Dang Cadanga
dengan Peraturan pasg
Apakah ada Pos pen
Penyertaan moda) p
2.4.5 |Apakah penyertaan
dengan Peraturan p

Pos Pembiayaan telah

n

Pembiayaan untuk
n telah ditetapkzan

moda! padz

ayakan Usaha

BUMDes, telah sesyaj Peraturan Desa tentang Pembentykan
chznmzm-cuamsmm: dan BUMDes dan hasil uji kel
|ditetapkar, melalyj Peraturar, Desa dan memenuyhi
nilai kelayakan Usaha

2.4.6 [Pada evaluasj Perubahan APBDes3

Untuk Disetujyj Bupati

Nama :
®*  Untuk diperbajkj Desa

Jabatan




